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Mengingat

bahwa untuk kelancaral penyelenggaraan pemerinNahan
secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan per-
kertrbangan pembangunan, maka dalam rangka peldksanaan
pasal 3 ayat (41 Undang-Undang Nomor 5 Tahun l9't9 d,an
Peratulan Mdnteri Dalam Negeri Nomor ,: 1 Tahun.lg8l
dipandang perlu menetapkan Peraturan, Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Pati tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa .

l. Undang-UndangNomor 5 Tahun 1974;
2.. UndanilUndangNomor 5 Tahun 1979;
3. Undang-Undang Nomor l3 Tahun 1950 :

4. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 ;

5.: Pelatulan Menteri Dalam Negeri Nomsr 1 Tahun l98l ;

6. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Te-
ngah Nomor 188.5/132i l98l .

l_

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat lI Pati.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATIJRAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TING-
KAT II PATI TENTANG SUSUNAN OR.GANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAH DESA DAN PERANGKAT
DESA
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i BAB I

KETENTUAN UMI.IM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimakzud dengan :

a. Desa, ialah zuatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk se-

bagai kesafuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat

hu-kum yang mempunyai Organisasi pemerintahan terendah langsung di-

bawah Camlt dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri

dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia '

b. Pemerintah Desa, ialah pelaksana kegiatan dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan yang terendah langsung dibawah Camat '

c. Perangkat Desa, ialah pembantu Pemerintah Desa dalam pelaksanaar

tugasnya .

d. Dusun, ialah bagian Wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan

kerja pelaksanaan pemerintahan Desa .

e. Pernerintah, ialah perangkat Negara Kesatuan Republik lndonesia yang

terdiri dari Presiden beserta pembantu-pembantunya '

f. Pemerintah Daerah, ialah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati .

C. Bupati Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati

BAB II

SUSIJNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Pertama

Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 2

(l) Suzunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari :

a. Kepala Desa.

b. I-elnbaga Musyawarah Desa.
c. Perangkat Desa.

(2) Susunan Organisasi Lembaga Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud

dalam ayat (l) huruf b terdiri dari:
a. Ketua.
b. Sekretaris.
c. Anggota.

(3) Junrlah anggota lrmbaga Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud da'
lam ayat (2) huruf c adalah sedikit'dikitnya 9 (sembilan) orang dan

sebanyakbanyaknya 15 (lima belas) orang tidak termazuk Ketua dan

Sekretaris .



(4) Perangkat Desa sebagaimana dimakzud dalam ayat (l) huruf c terdiri
dari :

a. Sekretariat Desa.
b. Kepala kepala Dusun

. (5) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a terdiri
dari :

a. Sekretaris Desa .

i b. Kepala- kepala Urusan .

: (6) Jumlah Kepala Urusan sebagaimana dimakzud dalam ayat (5) huruf b ter'
i diri dari 5 ( lima ) yaitu :

l_

a. Kepala Urusan Pemerintahan .

b. Kepala Urusan Pembangunan .

c. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat .

d. Kepala Urusan Keuangan .

e. Kepala Urusan Umum .

(7) Apabila kemampuan Desa memungkinkan Kepala-kepala Urusan seba'- 
gaimana dimaksud pasal 2 ayat (6) Peraturan Daerah ini dapat dibantu
oleh Pembantu Kepala Urusan .

(8) Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa sebagai-

mana terlampir dalam Peraturan Daerah ini .

Bagian Kedua

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa

Pasal 3

(l) Kepala Desa berkedudukan sebagai alat Pemerintah, alat Pemerintah
Daerah dan alat Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan pe'
merintahan Desa.

(2) Kepala Desa mempunyai tugas:
a. menjalankan urusan rumah tangga desanya.

b. menjalankan urusaan pemerintatran, pembangunan baik dari Peme-

rintah maupun Pemerintah Daerah dan Kemaqyarakatan dalam rangka
penyelenggaraan pemerintithan Desa termasuk pembinaan kbten'
traman dan ketertiban di wilayatr Desanya .

c. menumbuhkan serta mengembangkan semangat gotong royong ma-

syarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan dan pem '
bangunan Desa .



(3) Untuk melaksanakao tugas sebagaimana dimakzud dkln'ayat (2) pasat

ini Kepala Desa mernpunyai fungsi :

a. melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rutnah
tangga Desanya sendiri

b. menggerakkan partisipasi masyarakat dalam Wilayah Ddsanya .

c. melaksanakao tngas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
d. melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ke-

tertiban masyarakat Desa .

e. melaksanakan koordinasi jalannya pemerintahan, pembangunan dan
pembinaan kehidupan masyarakat di Desa .

f. melaksanakan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk
dalam tugas sesuatu instansi dan tidak te.rmazuk urusan rumah tangga-
Desanya sendiri .

Pasal 4

(1) Lmbaga Musyawarah Desa dalam $rsunan Organisasi Pemerintah Desa

adalah sebagai wadah pennuqyawaratan / permufakatan Pemuka-pemuka
rnaryarakat yang ada di Desa . 

:

(2) krnbaga Musyawarah Desa mempunyai tugas untuk menyalu'rkrtn pen-
dapat rnasyarakat di Desa dengan musy.awarahkan setiap rencana yang
diajukan oleh Kepala Desa sebelum ditetapkan menjadi Keputusan Desa.

(3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud daam ayat (2) par,l
ini kmbaga Musyawarah Desa mempunyai Fungsi melaksanakan kegiat-
an musyawarah / mufakat ddam rangka penyusunan Kepuh.rsan Desa.

:i Pasal 5

(1) Ketua krnbaga Musyawarah Desa dijabat oleh Kepala Desa karena
" - jabatannya dan berkedudukan sebagai Pimpinan Lembaga Muqyawarah

besa mempirnyai tugas memimpin musyararah / mufakat dart'mempu'
nyai fungsi membina' kelancaran dan memperhatikan zungguh-sungguh

kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa yang

bersangkutan

(2) &kretaris Lembaga Musyawarah Desa dijabat oleh Sekretaris Desa kare-- - 
na jabatannya dan berkedudukan sebagai alat pelaksana administrasi

mempunyai'ttugas menyiapkan segala kegiatan musyawarah'/ mufakat
dan 

-berfunpi 
melakukan pencatatan dan penyirnparran adnrinistrasi

yang berhubungan dengan kegiatan trrmbaga Musyawarah Desa'

(3) Anggota Lembaga'Muqyawarah Desa yang terdiri dari Pemukapemuka'' ma$arakat tli iesa blrtugas untuk'memperhatikan zungguhsungguh

kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyaraka! 
-Desa 

serta

mempunyai fuigsi menyalurkannya dalam rapat Lembaga Musyawarah

Desa.



t

(4) Apabila Kepala Desa berhalangan / tidak dapat melaksanakan tugasnya,
camat dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah menunjuk iejabat
Kepala Desa sebagai Ketua kmbaga Musyawarah Desa .

{5) Apabila sekretaris Desa berhalangan / tidak. dapat melakanakan tugas-
nya, Kepala Desa menunjuk seoring kepala dsan *.":A*k* t""g",
sebagai Sekretaris Lembaga Musyawarah Desa .

Pasal 6

(l) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Kepala Desa
dan mernimpin Sekretariat Desa.

(2) sekretaris Desa mempunyai tugas menjalankan administrasi pemerin-
tahan, pernbangunan dan kemasyarakatan di Desa serta memberikan
pelayanan administrasi kepada Kepala Desa .

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimakzud ayat (2\ paul ini
Sekretaris Desa mempunyai fungsi :

a. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan :

b. melaksanakan urusan keuangan ;' c. melaksanakan administrasi'pemerintahan, pembangunan dan kema-
syarakatan;

d. melaksanakan tugas ddrf fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa ber-
halan gan melakukirr tu gasny a

Pasal '7

(1) Kepala Duzun berked.gdukan sebabai unsur pelaksana tugas Kepala Desa
dalam Wilayah kerjanla .

(2) Kepala Dusun mempunyai tugas menjalankan kegiatan
dalam kepemimpinan Kepala Desa di Wilayah kerjanya . 

,

(3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimak$d'dalam
ini Kepala Dusun mempunyai fungsi.:
a. melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasya-

rakatan serta ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya.
b. melaksanakan Keputusan Desa di wilayah kerjanya.

c. melalsanakan kebijaksanaan Kepala Desa .

Pasal I
{1) Kepala urusan berkedudukan sebagai unzur pembantu sekretaris Desa

dalam bidang tugasnya.
(2) Kepala urusan mempunyai tugas menjalankan kegiatan sekretariat Desa

dalam bidang tugasnya .

(:) Untg\ rnenjalankan tugasnya sebagaimana dnnaksud dalam ayat (2)
pasal ini Kepala Urusan mempunyai fungsi :

a. melaksanakan kegiatan*egiatan urusan pemerintahan, pemb angunan,
kesejahteraan, keuangan dan umum sesuai bidang tugasnya masing:
rhasing.

Kepala Desa

ayat (2) pasal

l*



b. melaksanakan pelayanan administrasi Kepala Desa '

BAB III

TATA KERTA PEMERINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa' Pemerintt Desa.dan Perang-

il;;;64-.itr'*a dimaksua dalam pasal I Peraturan Daerah ini menetap'

iia" prinsrp koirdinasi dan sinkronisasi '

Pasal l0

(1) Dalam menyelenggarakan tugas *n fi1$:Tlu' Kepala.Desai ' . ^'-' u.-berturrggung j-u*uU kepaia Bupati kepala Daerah melalui Camat ; '

b. memberiku" ttttta"guit pertanggung jiwaban kepada Lembaga Mu-
-- 

syawarah Desa sekurairg-kurangnya satu kali setahun '

(2) Dalam menyelenggarakan tugas dan,fungsinya lrmbaga Musy-awarah
. " ;;; 

- 

;.Luk Ju".r.fi 
-ilaf"t 

u"m baga M u sy aw ar4h D e sa se ku ran g-k u ran g-

nya satu kali setahun .

(3)DalammenjalankantugasdanfungsinyaSekretarisDesabertanggung
jawab kePada KePala Desa'

(4) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Dusun bertanggung ja-

wab kePada KePala Desa '

(5) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Urusan bertanggung
' ' jawab kePada Sekretaris Desa '

Pasal ll

Dalam menjalankan tugas dan 'kewajibanny.a sebagai PelanC.gunC iawab 
uta-

;; dtnidd p.*t*gu?*, repala besa dibantu oleh Lembaga Ketahanan

Maqyarakat Desa .

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal t2

Apabila junilah Pamong Desa pada saat berlakunva Peraturan Daeratr ini me-

lebihi jumlah Perangtcai U.tt v"ng aiperlukan sezuai pasal 2 ay3t (1.)'seorang

i;;il-iil*Il arr,-"t otuont" teuitr dari seorang Pembantu Kepala urusan.
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BAB V

PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingrat
II Pati tentang Suzunan organisrisi dan Tata Kerja pemerintah Desa oan pe-
rangkat Desa dan mulai berlaku pada hari pertama setelah tanggal pengun-
dangannya

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidakberlaku lagt segala

Peraturan dan ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sezuai lagi dengan
Peraturan Daerah ini .

t. t. d.

I Pati, l7 Pebruari 1982.

F*- DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II P A T I ,

TINGKAT II PATI
Ketua,

t. t. d.

(MOCH. CHOLTL) (SAOEDJT)

DISAHKAN
Dengan Suiat KeputuSan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah

tanggal,8 Desember 1982 No. l&8.3l3l2lt982

Sekretaris Wilayah / Daerah

B/ Kepala Biro Hukum,

t.t.d.

(N AWAWr SH)
NIP. s00.026.890Y

Diundangkan dalam bmbaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati
pada tanggal ;22Pebruai 1983 Nomor 3 Seri C Nomor : 2

Pj. Sekretaris Wilayatr / Daerah
:

tt.d
:

Drs. HARTOMO
NIP.500.029.628
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BAGAN
SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

DAN PERANGKAT DESA.

kmpiran : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II P a t i .

Nomor : 4Th.'1982 ' 
:

Tanggal : 17 Pebruari 1982


